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ABSTRACT
To obtain a good and healthy environment is a part of human rights, as stated in the 
constitution of the Republic of Indonesia and the global principles of human rights. Tourism 
in Indonesia held on the principle of upholding human rights, especially Bali which engaged 
in the tourism sector. In response to the Bali Provincial Government policies governing the 
protection of human rights to obtain a good and healthy environment, through the Bali Local 
Regulation No. 10 Year 2011 on No Smoking Area, but the policy can not work effectively 
due to the lack of certainty in terms of law enforcement that is set in the substance of the 
local regulation (vagueness of legal norms), as well as penalties for violations that have not 
been able to provide a deterrent effect.
This research uses normative legal research with the rationality that this study will 
examine the substance of the local regulation of Bali Province perceived No Smoking Area 
considered as vagueness of legal norm. The approach used to solve the problem is through 
the statute approach, analitical legal and conceptual approach, as well as the comparative 
approach to do a comparison of the rules banning smoking in Singapore and Queensland 
Australia.
The results showed that a good alternative No Smoking Area policy in Bali is reforming 
the Bali Local Regulation by inserting a clear formulation of the law enforcement authorities, 
as well as the formulation of assertive sanctions to provide a deterrent effect. Through law 
enforcement certainty No Smoking Area, it will be able to improve the quality of tourism in 
Bali, especially in terms of Cleanliness Personality and Comfort.
Keywords: (No Smoking Area), Human Rights, Rule of Law, Law Enforcement, Quality 
in Tourism.
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I.     PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Kesehatan merupakan bagan dar 
hak asas manusa dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus dwujudkan 
sesua dengan cta-cta bangsa Indonesa. 
Sebagamana yang tertuang d dalam 
ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
(selanjutnya dsngkat UUD 1945).
Dalam perkembangannya, mash 
serng djumpa pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hak seseorang d bdang kesehatan. 
Salah satu hal yang aktual adalah gaya 
hdup masyarakat Indonesa dalam kegatan 
merokok, dmana selan berdampak negatf 
bag kesehatan perokok juga berdampak bag 
kesehatan orang lan yang terpaksa harus 
terkena paparan asap rokok tersebut.
Menurut World Health Organization 
(WHO), kesadaran yang mash rendah dar 
masyarakat d seluruh duna akan dampak 
negatf yang juga mematkan, akbat dar 
tembakau atau rokok. WHO mencatat adanya 
jumlah kematan yang sangat tngg sektar 
11.000 orang tewas setap harnya akbat 
penyakt dar tembakau. Bahkan tembakau 
setap tahunnya menewaskan 4 juta orang d 
seluruh duna dan ronsnya angka tersebut 
dperkrakan akan menngkat menjad 10 
juta dalam 25 tahun mendatang.2 
Terhadap pelanggaran d bdang 
kesehatan tersebut, selan pola prlaku 
masyarakat yang belum sadar terhadap 
art pentngnya melakukan penghormatan 
terhadap hak-hak asas manusa untuk 
memperoleh lngkungan yang bersh dan 
sehat. Hal n tdak terlepas dar tngkat 
keefektfan hukum postf yang mengatur 
tentang kesehatan d Indonesa khususnya 
yang mengatur tentang rokok, bak dlhat 
dar seg substans hukum (legal substance), 
struktur hukum (legal structure) maupun 
budaya hukum (legal culture).
Kegatan parwsata yang notabene 
adalah salah satu andalan bangsa Indonesa 
pun tdak bsa terlepas dar jamnan 
perlndungan hak asas manusa bak yang 
melekat pada masyarakat Indonesa maupun 
pelaku parwsata asng, karena dalam 
ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2009 tentang Keparwsataan 
(LN No. 11 Tahun 2009-TLN No. 4966), 
dnyatakan bahwa keparwsataan yang 
dselenggarakan d Indonesa  ddasarkan 
atas prnsp menjunjung tngg hak asas 
manusa. 
Bal merupakan parwsata 
andalan bag negara Indonesa, dengan 
menngkatnya kualtas parwsata d Bal 
juga akan memberkan dampak postf 
bag negara Indonesa, oleh sebab tu maka 
pada hakekatnya pengelolaan lngkungan 
hdup yang dlakukan oleh manusa 
adalah dengan melakukan upaya untuk 
menngkatkan kualtas hdup manusa tu 
sendr terlebh dahulu, yang salah satunya 
dengan memperhatkan kesehatan sehngga 2 URL:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs339/en/, Dakses Pada Tanggal 14 Pebruar 2014.
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nantnya dapat pula menngkatkan kualtas 
lngkungan hdup, dalam hal n adalah 
destnas parwsata tu sendr.3  
Mengena salah satu bentuk tndakan 
pemerntah khususnya dalam hal n 
Pemerntah Provns Bal dalam menghadap 
masalah tersebut adalah dengan membuat 
produk hukum berupa Peraturan Daerah 
Provns Bal No. 10 Tahun 2011 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah 
Provns Bal Tahun 2011 Nomor 10 
TLD No. 10, selanjutnya dsngkat Perda 
Provns Bal tentang KTR). Perda Provns 
Bal tentang KTR dbentuk dengan tdak 
mengesampngkan peraturan perundang-
undangan datasnya sesua dengan 
herark peraturan perundang-undangan d 
Indonesa. 
Ketentuan Perda Provns Bal tentang 
KTR secara jelas mengatur tentang kawasan 
mana saja yang terkena kebjakan sebaga 
KTR, namun demkan d dalam hal penegakan 
hukumnya mash terdapat permasalahan 
akbat adanya kekaburan norma hukum 
dalam Perda tersebut. D dalam ketentuan 
Pasal 13 ayat (1) dnyatakan bahwa “Setap 
orang dlarang merokok d kawasan tanpa 
rokok”. Sebaga sanks terhadap pelanggaran 
Pasal 13 tersebut maka dalam ketentuan Pasal 
18 ayat (1) dnyatakan bahwa ”Setap orang 
dan/atau badan yang melanggar ketentuan 
Pasal 12 dan Pasal 13 dpdana dengan 
pdana kurungan palng lama 3 (tga) bulan 
atau denda palng banyak Rp.50.000,00 
(lma puluh rbu rupah)”. Mesk telah datur 
mengena sanksnya namun dalam Perda 
tersebut tdak secara jelas datur mengena 
lembaga dan proses penegakan hukum 
terkat pelanggaran d lapangan, d ss 
lan dengan denda yang tergolong rendah 
tersebut danggap tdak akan memberkan 
efek jera dan hanya akan membuka peluang 
bag praktek-praktek Korups Kolus dan 
Nepotsme (KKN). Oleh sebab tu proses 
penegakan hukum Perda Provns Bal 
Tentang KTR tersebut tdak dapat berjalan 
sebagamana mestnya sebaga akbat pasal-
pasal dalam Perda mengena penegakan 
hukumnya belum mengatur secara jelas, 
dengan kata lan terdapat kekaburan norma 
(vogue van normen). 
Hukum pada dasarnya adalah tatanan 
objektf untuk mencapa kebajkan dan 
keadlan umum.4  D sampng tu proses 
penegakan hukum khususnya dalam hal 
pelanggaran terhadap kebjakan KTR n 
mash belum mendapatkan tempat dalam 
ruang Kepastan, Keadlan, dan Kemanfaatan 
hukum, sebagamana yang dkemukakan 
oleh Gustav Radbruch.5  
1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut 
datas, adapun yang menjad rumusan 
masalah adalah sebaga berkut:
3 Moh. Soerjan, dkk. 2008, Lingkungan: Sumberdaya 
Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan, 
Unverstas Indonesa Press, Jakarta, h. 13.
4 Bernard L. Tanya. Dkk, 2010, Teori Hukum (Strategi 
tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Genta 
Publshng, Yogyakarta, h. 31.
 5 Bernard Aref Sdharta, 2008, Meuwissen Tentang 
Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, 
dan Filsafat Hukum, Rafika Aditama, Bandung, h. 20
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1. Bagamana menafsrkan mengena 
ketentuan dan kewenangan penegakan 
hukum Kawasan Tanpa Rokok d 
Bal?
2. Bagamana keterkatan antara kepastan 
penegakan hukum Kawasan Tanpa 
Rokok dengan upaya menngkatkan 
parwsata Bal?
1.3  Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahu dan menganalss 
bagamana menafsrkan mengena 
ketentuan kewenangan penegakan 
hukum Kawasan Tanpa Rokok d 
Bal.
2. Untuk mengetahu dan menganalss 
bagamana keterkatan antara kepastan 
penegakan hukum Kawasan Tanpa 
Rokok dengan upaya menngkatkan 
parwsata Bal.
II.  METODE PENELITIAN
2.1  Jenis Penelitian
Jens peneltan yang dgunakan dalam 
penulsan n adalah peneltan hukum 
normatf. Peneltan hukum normatf dsebut 
juga sebaga peneltan hukum teorts/
doktrnal, dmana fokus kajan dalam 
peneltan n adalah dengan nventarsas 
hukum postf, asas-asas dan doktrn hukum, 
penemuan hukum dalam perkara in concreto, 
sstematk hukum, taraf snkronsas hukum, 
perbandngan hukum, dan sejarah hukum.6 
Peneltan hukum normatf n berangkat dar 
masalah adanya kekaburan norma hukum 
dalam Peraturan Daerah Provns Bal No. 
10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok, khususnya ketentuan yang mengatur 
mengena penegakan hukum terhadap 
pelanggaran Perda tersebut.
2.2  Jenis Pendekatan
Dalam peneltan n, penelt 
menggunakan beberapa jens pendekatan 
dantaranya:
1) Pendekatan Perundang-undangan 
(The Statute Approach). Dalam hal n 
penelt melakukan analss terhadap 
peraturan-peraturan yang terkat 
dengan kebjakan tentang kawasan 
tanpa rokok, serta kebjakan d bdang 
keparwsataan;
2) Pendekatan Analss Konsep 
Hukum (Analitical and Conceptual 
Approach). Dalam hal n penelt 
melakukan analss terhadap konsep-
konsep hukum yang berhubungan 
dan menjad dasar adanya kebjakan 
tentang kawasan tanpa rokok, serta 
hak asas manusa untuk memperoleh 
lngkungan yang bersh dan sehat 
dalam perspektf keparwsataan;
3) Pendekatan Perbandngan 
(Comparative Approach). Katannya 
dalam kekaburan norma, salah satu 
upaya penelt untuk melakukan 
penemuan hukum adalah dengan 
melakukan perbandngan hukum. 
Dalam hal n penelt melakukan 
perbandngan hukum tentang aturan 
larangan merokok d Sngapura melalu 
NEA (National Environtment Agency 
of Singapore) yang berupa Smoking 
Prohibition Law dan perbandngan 6 Bambang Sunggono, 2009, Metodolog Peneltan 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 81-99.
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hukum terhadap aturan larangan 
merokok d Queensland Australa 
yang berupa Queensland Tobacco 
Law. Dalam katan hal tersebut 
penelt melakukan perbandngan 
terhadap kewenangan penegakan 
hukum yang datur secara jelas d 
dalam aturan larangan merokok d 
negara lan dan nstrumen sanks yang 
dgunakan sebaga salah satu upaya 
untuk memberkan efek jera bag yang 
melanggar ketentun tersebut, dengan 
aturan kawasan tanpa rokok d Bal 
dalam Perda No. 10 Tahun 2011. 
III.  HASIL PEMBAHASAN
3.1 Ketentuan dan Kewenangan 
Penegakan Hukum KTR
D dalam Perda Provns Bal tentang 
KTR terdapat kekaburan norma hukum 
dalam hal kewenangan penegakan hukum, 
serta pengaturan mengena sanks mash 
belum mampu memberkan efek jera. Terkat 
dengan kekaburan suatu norma hukum maka 
perlu adanya penafsran/nterpretas hukum. 
Sementara Satjpto Rahardjo berpendapat 
bahwa hukum tdak dapat berjalan tanpa 
penafsran, oleh karena hukum membutuhkan 
pemaknaan lebh lanjut agar menjad lebh 
adl dan membum. Membuat hukum adalah 
suatu hal dan menafsrkan hukum yang sudah 
dbuat merupakan keharusan berkutnya.7 
Dalam memaham Perda Provns Bal 
tentang KTR, maka teknk nterpretas yang 
relevan dgunakan dalam su hukum terkat 
hal tersebut datas melput:
1) Interpretas Sstemats:
Penafsran sstemats n dlakukan 
dengan memandang bahwa tak satupun 
dar peraturan perundang-undangan dapat 
dtafsrkan seakan-akan berdr sendr, 
tetap harus dpaham dalam katannya 
dengan jens peraturan yang lannya, atau 
dengan kata lan bahwa metode n melhat 
hukum sebaga satu kesatuan yang utuh, 
tdak merupakan bagan yang berdr sendr 
tetap merupakan bagan dar satu sstem.2  
2) Interpretas Gramatkal:
Metode penafsran n dlakukan 
dengan menuangkan s peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk bahasa 
tertuls. Untuk mengetahu makna ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang belum 
jelas perlu dtafsran dengan mengurakannya 
dengan bahasa yang bak.
3) Interpretas Perbandngan:
Istlah comparative tu sendr 
memberkan sfat kepada hukum yang 
dbandngkan. Maka dengan demkan, 
stlah perbandngan hukum lebh mentk 
beratkan kepada membandngan antara 
satu aturan hukum suatu negara tertentu 
dengan aturan hukum negara lan, dmana 
merupakan aturan hukum yang mengatur 
suatu hal yang sama.
4) Interpretas Teleologs/Sosologs:
Metode n dgunakan, apabla 
pemaknaan hukum dtafsrkan sesua 
dengan tujuan dar pembuatan aturan 
7 Eddy O.S. Harej, 2009, Asas Legalitas dan 
Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, 
Jakarta, h. 65.
8 Asep Ded Suwasta, 2012, Tafsir Hukum Positif 
Indonesia, Ala Publshng, Bandung, h. 9.
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hukum tersebut dan apa yang hendak 
dcapa dalam masyarakat. Dengan kata 
lan dapat juga dmakna bahwa nterpretas 
n terjad apabla makna suatu undang-
undang dtetapkan berdasarkan tujuan 
kemasyarakatan, peraturan perundang-
undangan dsesuakan dengan hubungan dan 
stuas sosal yang baru. Ketentuan undang-
undang yang mash berlaku namun tdak 
sesua lag dengan realtas kemasyarakatan, 
jka dterapkan pada perstwa hukum 
konkrt, maka undang-undang tersebut harus 
dtafsrkan ulang.
Mengena Kewenangan Penegakan 
Hukum KTR, dalam penerapannya Perda 
Provs Bal tentang KTR mash belum 
berjalan secara efektf dengan mash banyak 
terjadnya pelanggaran terhadap KTR dan 
peran serta masyarakat yang belum optmal. 
Selama n dalam proses penegakan hukum 
dlaksanakan oleh Satpol PP Provns Bal 
yang memperoleh kewenangan berdasarkan 
undang-undang (atrbus).  Mengacu pada 
pandangan Fredman bahwa penegakan 
hukum dtentukan oleh seberapa efektf 
aparat penegak hukum mampu menjalankan 
prosedur penegakan, dan jka dkatkan 
dengan ketentuan penegakan hukum dalam 
Perda tersebut, maka substans Perda Provns 
Bal tentang KTR belum memberkan 
kepastan dalam hal kewenangan penegakan 
hukumnya. 
Terkat hal tersebut, d dalam ketentuan 
Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 Tentang Pemerntahan 
Daerah (LN No.59 Tahun 2008-TLN No. 
4844), dnyatakan bahwa untuk membantu 
kepala daerah dalam menegakkan Perda 
dan penyelenggaraan ketertban umum dan 
ketenteraman masyarakat dbentuk Satuan 
Pols Pamong Praja (selanjutnya dsebut 
Satpol PP). Dengan kata lan bahwa Satpol 
PP memlk wewenang berdasarkan undang-
undang untuk melakukan penegakan atas 
Peraturan Daerah. Terhadap hal tersebut, 
tugas dan kewenangan Satpol PP berdasarkan 
atas Peraturan Pemerntah No. 6 Tahun 2010 
Tentang Satuan Pols Pamong Praja (LN 
No. 9 Tahun 2010-TLN No. 5094).
Mengacu pada ketentuan d dalam UU 
No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 Tahun 2010 
mengena kewenangan, sudah datur secara 
jelas bahwa kewenangan untuk menegakkan 
Perda adalah dberkan kepada Satpol PP, tdak 
terkecual Perda Provns Bal tentang KTR, 
namun d dalam kenyataannya (das sen), 
Satpol PP tdak mampu melaksanakan tugas 
sebagamana mestnya dakbatkan belum 
adanya pemahaman yang bak atas prosedur 
penegakan ketka terjad pelanggaran KTR 
akbat tdak secara jelas datur mengena hal 
tersebut d dalam substans Perda. Oleh sebab 
tu menjad pentng bag Perda Provns Bal 
tentang KTR untuk merumuskan secara 
jelas mengena kewenangan dan prosedur 
penegakan d dalam substans hukum. 
Dalam hal kawasan/tempat yang dapat 
dlakukan proses penegakan oleh Satpol 
PP Provns adalah tempat-tempat yang 
merupakan area yang dtetapkan sebaga 
Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Perda 
Provns Bal tentang KTR, sementara 
tempat-tempat sebagamana yang dtetapkan 
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sebaga KTR yang berada dalam wlayah 
hukum Kabupaten/Kota dapat dtegakkan 
oleh Satpol PP Kabupaten/Kota, namun bag 
Kabupaten/Kota yang mash belum memlk 
Perda tentang KTR atau mash dalam tahap 
sosalsas maka penegakan dapat dlakukan 
oleh Satpol PP Provns dengan koordnas 
kepada Satpol PP daerah masng-masng, 
namun kurangnya tenaga penydk Satpol 
PP Provns berdampak bag penegakan d 
lapangan.
Dengan kata lan, Satpol PP Provns 
mash bersfat fungsonal, sehngga dalam 
proses penegakan hukumnya mash belum 
berjalan secara efektf, oleh sebab tu 
perlu adanya kepastan dalam pengaturan 
mengena kewenangan penegakan hukum 
Perda Provns Bal tentang KTR.
UU No. 12 Tahun 2011 dalam 
ketentuan Pasal 15 ayat (2) telah memberkan 
legtmas untuk dlakukannya perubahan 
atas rumusan sanks bag Perda Provns Bal 
tentang KTR, agar mampu memberkan efek 
jera. Dengan kata lan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus benar-
benar memerhatkan mater muatan yang 
tepat sesua dengan herark peraturan 
perundang-undangan.
Menurut Hans Kelsen, hukum 
tdak lan merupakan norma utama yang 
mengandung sanks d dalamnya. Law is the 
primary norm which stipulates the sanction.9  
Sanks-sanks merupakan bagan penutup 
yang pentng d dalam hukum, oleh karena 
kewajban atau larangan yang termuat d 
dalam suatu peraturan perundang-undangan 
tdak akan berguna jka aturan mengena 
tngkah laku tu tdak dapat dpaksakan.10 
3.2  Kepastian Dalam Penegakan 
Hukum KTR Dikaitkan Dengan 
Peningkatan Pariwisata Bali
Pulau Bal adalah bagan dar 
Kepulauan Sunda Kecl sepanjang 153 km 
dan selebar 112 km sektar 3,2 km dar Pulau 
Jawa. Secara admnstratf Provns Bal 
terbag atas 8 kabupaten, 1 kotamadya, 55 
kecamatan, dan 701 desa/kelurahan.
Selan dar sektor parwsata, penduduk 
Bal juga hdup dar pertanan dan perkanan, 
yang palng dkenal duna dar pertanan d 
Bal alah sstem Subak. Bal merupakan 
destnas yang tdak asng lag bag sebagan 
besar wsatawan. 
Mengena upaya menngkatkan ctra 
parwsata dapat dlakukan salah satunya 
melalu brandng. Dalam membentuk sebuah 
brand yang nantnya dharapkan dapat 
membawa perubahan kearah yang lebh bak 
bag Bal, maka salah satu hal yang harus 
dperhatkan adalah mengena personality. 
Perlaku masyarakat dan keprbadan yang 
bak dar masyarakat Bal merupakan hal 
yang pentng karena sebuah brand hanyalah 
kata-kata ketka tdak ddukung oleh budaya 
masyarakat yang bak.
Adapun personality yang dmaksud 
melput keramah tamahan masyarakat, 
jamnan keamanan, serta prlaku masyarakat 
yang menjaga kebershan lngkungan 
9 H.L.A. Hart, 1997, The Concept of Law, Oxford 
Unversty Press, New York, h. 35.
10 Phlpus M. Hadjon.,et.al, 2011, Pengantar Hukum 
Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian 
Administrative Law, Gadjah Mada Unversty Press, 
Yogyakarta, h. 245.
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parwsata (cleanliness). D sampng tu, 
mengkaj mengena keparwsataan yang 
berkelanjutan maka salah satu hal yang 
perlu menjad perhatan adalah mengena 
kebershan lngkungan (environment purity), 
hal tersebut menjad kewajban semua 
stakeholders untuk melakukan tndakan 
to minimize the pollution of air, water and 
land and the generation of waste by tourism 
enterprises and visitor.11 
Berbaga kebjakan telah dkeluarkan 
oleh Pemerntah Provns Bal terkat 
dengan keparwsataan, karena melalu 
suatu kebjakan pula, sektor parwsata akan 
berjalan secara berkelanjutan, sehngga 
manfaat dar parwsata tdak hanya akan 
drasakan oleh generas saat n melankan 
juga generas yang akan datang. Melalu 
kepastan penegakan hukum KTR, maka 
faktor menngkatnya kualtas suatu 
parwsata akan terpenuh, bak dar faktor 
Condition, Cleanliness maupun Physical and 
personal comfort. Oleh sebab tu, pentng 
kranya untuk menegakan aturan hukum 
yang berkatan bak secara langsung maupun 
tdak langsung terhadap keparwsataan d 
Bal.
Peneltan ndependen berulang kal 
membuktkan bahwa suatu negara atau 
wlayah dalam suatu negara tertentu yang 
menerapkan aturan mengena larangan 
merokok, tdak memberkan efek negatf 
pada sektor ekonom, bahkan mengalam 
penngkatan d sektor parwsata dan 
ndustr jasa lannya. Stud yang dlakukan 
d Calforna dan San Franssco bahkan 
menunjukkan adanya penngkatan 
pendapatan d bdang parwsata setelah 
menerapkan aturan kawasan tanpa rokok.12 
Menguatkan hal tersebut American 
Medical Association melakukan peneltan 
dar beberapa kota besar d Amerka 
yang juga berjalan d sektor parwsata 
sepert msalnya New York, Los Angeles, 
Calforna, dll, mengalam penngkatan 
jumlah wsatawan dan pendapatan setelah 
menerapkan pengaturan tentang larangan 
merokok.13  
Menngkatnya pendapatan d sektor 
parwsata tersebut tdak lan akbat 
menngkatnya kualtas parwsata tu sendr, 
dengan kata lan penerapan aturan larangan 
merokok yang tegas akan memberkan 
dampak bag kualtas parwsata karena 
destnas parwsata tersebut mampu 
menjamn perlndungan HAM bag 
masyarakat dalam hal n wsatawan, serta 
memberkan perhatan juga terhadap kualtas 
lngkungan hdup.
Berdasarkan hal tersebut, maka dengan 
menerapkan kebjakan KTR yang bak, faktor-
faktor yang mempengaruh menngkatnya 
kualtas parwsata d Bal akan terpenuh, 
antara lan: faktor Physical and personal 
comfort, yatu perlu menjaga kenyamanan 
bag wsatawan yang berkunjung d destnas 
11 World Toursm Organzaton (UNWTO), 2011, Policy 
and Practice for Global Tourism, World Tourism 
Organization, Madrd Span,  h. 40-41.
12 URL:http://www.cleanlungs.com/education/features/
tourism2.html, Dakses Pada Tanggal 11 Agustus 
2014.
13 URL:http://www.lphi.org/LPHIadmin/uploads/
Tourism%20Study-32064.pdf, Dakses Pada Tanggal 
11 Agustus 2014.
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parwsata, dengan melndung wsatwan 
dar paparan asap rokok sehngga wsatawan 
akan merasa nyaman tanpa khawatr akan 
ancaman penyakt yang dakbatkan oleh 
asap rokok; dan faktor Attention to detail, 
memastkan bahwa setap wsatawan 
memlk hak yang sama untuk memperoleh 
standar tertentu dalam kegatan parwsata, 
bak bag wsatawan sebaga perokok pasf 
dengan menerapkan larangan merokok d 
area tertentu, dan wsatawan sebaga perokok 
aktf untuk dbuatkan fasltas ruangan 
khusus merokok; serta faktor Cleanliness, 
merupakan faktor terpentng untuk mengukur 
kualtas suatu parwsata, yang dmaksud 
kebershan dalam destnas parwsata adalah 
kebershan lngkungan tu sendr, tdak 
terkecual kebershan udara. Oleh sebab tu 
melalu kepastan penegakan hukum Perda 
Provns Bal tentang KTR, maka kebjakan 
KTR akan mampu dterapkan dengan bak, 
sehngga kualtas parwsata Bal akan 
menngkat serng berlakunya aturan KTR 
secara efektf d lapangan.
Adapun hakkat tujuan hukum adalah 
kepastan. Penegakan hukum adalah dem 
menjunjung tngg kepastan hukum dan 
penegakan hukum tersebut adalah dentk 
dengan penegakan keadlan.14  Oleh sebab 
tu dengan adanya kepastan hukum dalam 
hal penegakan Perda Provns Bal tentang 
KTR, maka Perda tersebut dapat memberkan 




Berdasarkan uraan pembahasan 
tersebut datas, maka dapat dtark beberapa 
kesmpulan guna menjawab permasalahan 
yang dkemukakan dalam peneltan n 
sebaga berkut:
1. Perda Provs Bal tentang KTR d 
dalam penegakannya mash mengalam 
berbaga masalah akbat mash adanya 
kekaburan norma hukum, sehngga 
tdak adanya kepastan dalam hal 
kewenangan penegakan hukum. Oleh 
sebab tu perlu adanya penafsran 
untuk menyelesakan masalah tersebut, 
dengan menggunakan: nterpretas 
sstemats, yatu melakukan penafsran 
terhadap Perda Provns Bal tentang 
KTR dalam hubungannya sebaga 
satu sstem hukum dengan peraturan 
perundang-undangan lannya bak yang 
berkedudukan secara vertkal maupun 
horzontal; nterpretas gramatkal/ 
bahasa, yatu dengan menafsrkan 
substans Perda Provns Bal tentang 
KTR khususnya dalam hal n 
mengena ketentuan penegakan hukum 
dan sanks; nterpretas perbandngan, 
yatu melakukan perbandngan Perda 
Provns Bal tentang KTR dengan 
pengaturan tentang larangan merokok 
d Sngapura dan Queensland yang 
juga bergerak d sektor parwsata. 
Kedua negara tersebut dapat 
menerapkan aturan larangan merokok 
dengan bak dkarenakan substans 
dalam aturan larangan merokok secara 14 Antonus Cahyad, 2009,  Sosolog Hukum Dalam 
Perubahan, Buku Obor, Jakarta, h. 249.
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jelas mengatur mengena kewenangan 
penegakan hukum, sehngga mampu 
memberkan kepastan dalam 
penegakan, d sampng tu juga 
rumusan nstrumen sanks pdana 
denda yang tegas mampu memberkan 
efek jera bag yang melakukan 
pelanggaran terhadap aturan tersebut; 
dan yang terakhr dengan melakukan 
nterpretas sosologs/ teleologs, 
yatu tentang tujuan yang hendak 
dcapa suatu aturan hukum d dalam 
masyarakat, dalam hal n tujuan Perda 
Provns Bal tentang KTR adalah 
untuk melndung hak asas masyarakat 
maupun wsatawan untuk memperoleh 
lngkungan yang bak dan sehat serta 
bebas dar asap rokok.
2. Adapun keterkatan antara kepastan 
penegakan hukum KTR dengan 
menngkatkan parwsata Bal, adalah 
dengan adanya jamnan kepastan 
dalam hal penegakan, maka proses 
penegakan hukum Perda tersebut dapat 
berjalan dengan bak. Melalu tegaknya 
dan berfungsnya norma hukum yang 
mengatur mengena KTR tersebut 
maka akan menjamn HAM masyarakat 
maupun wsatawan untuk memperoleh 
lngkungan yang bersh dan sehat serta 
bebas dar asap rokok. D sampng 
tu dengan terpenuhnya faktor-faktor 
menngkatkan kualtas parwsata 
sepert kebershan dan kenyamanan 
dalam berwsata (cleanliness and 
personality comfort), maka parwsata 
Bal akan memperoleh ctra sebaga 
parwsata yang berkualtas dan 
mampu menjamn hak-hak wsatawan 
dalam berwsata d mata duna.
4.2  Saran
1. Perlu adanya perubahan substans 
Peraturan Daerah Provns Bal No. 10 
Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok, dengan memuat kewenangan 
penegak hukum yang jelas sehngga 
tdak menmbulkan mult tafsr, dan 
membentuk satuan tugas khusus 
KTR, serta mengoptmalkan peran 
Dnas terkat dalam hal penegakan 
hukumnya. D sampng tu, perlu 
adanya perubahan atas rumusan 
nstrumen sanks pdana denda yang 
lebh besar agar dapat memberkan 
efek jera bag pelanggar, sekalgus 
menjad upaya untuk mencegah 
seseorang melakukan pelanggaran. D 
ss lan, dengan menerapkan prosedur 
pencegahan sebagamana Sngapura 
dengan pemasangan CCTV (closed 
circuit television) d berbaga tempat, 
maka akan mampu mengurang ruang 
lngkup kesempatan seseorang untuk 
melakukan pelanggaran.
2. Parwsata d Indonesa dselenggarakan 
dengan prnsp menjunjung tngg 
HAM, dan secara global kegatan 
parwsata saat n menjad bagan dar 
HAM. Oleh sebab tu sudah sepatutnya 
Pemerntah Provns Bal memberkan 
perhatan yang lebh terhadap sektor 
parwsata yang notabene merupakan 
lokomotf ekonom Bal. Melalu 
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kebjakan-kebjakan agar parwsata 
Bal dapat berlangsung secara 
berkelanjutan. Salah satunya dengan 
menerapkan kebjakan KTR dengan 
bak sehngga ctra parwsata Bal 
akan menngkat d mata duna akbat 
terjamnnya HAM wsatawan untuk 
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